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Latar Belakang
Pembangunan karakter bangsa telah lama disadari sebagai salah agenda penting pembangunan nasional dan pendidikanlah yang memiliki peran strategis dalam menentukan ketercapaiannya. Peran strategis pendidikan dengan guru sebagai ujung tombaknya belum secara optimal dikembangkan, bahkan secara ironis, dunia guru sangat lekat dengan pelbagai persoalan yang mengungkungnya. Persoalan tersebut antara lain: pendidikan guru yang belum memadai, sistem pengangkatan guru yang tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dan pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tuntutan profesionalisme, serta permasalahan lain yang  terkait dengan mutu dan kesejahteraan guru.
Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI), merupakan wahana akademik kaum pendidik Indonesia dalam ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan. KONASPI VIII yang dilaksanakan dari 12 Oktober hingga 15 Oktober, 2016 di Jakarta dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai tuan rumah merupakan lanjutan dari KONASPI VII yang dilaksanakan pada 2012 di Yogyakarta yang telah menghasilkan Deklarasi Yogyakarta. Deklarasi Yogyakarta menetapkan bahwa manusia Indonesia generasi emas 2045 adalah manusia yang berjiwa Pancasila, yang memiliki kecakapan global dan futuristik, yang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertumpu pada nilai-nilai kultural dan nasionalisme, serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia.  
KONASPI VIII dirancang sebagai wahana pertukaran pemikiran dalam upaya mengejawantahkan Deklarasi Yogyakarta yang menempatkan guru sebagai unsur utama dan strategis. Guru berpotensi besar dalam memengaruhi  perubahan karakter peserta didik yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) memandang bahwa KONASPI VIII merupakan forum yang tepat untuk memperkokoh kebijakan transformasi dan revitalisasi pendidikan guru dengan memilih tema “Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia”

Tujuan

Konvensi Nasional Pendidikan (KONASPI) VIII ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang arah pendidikan guru di Indonesia, yang meliputi:

1. Standardisasi Kelembagaan LPTK; 

2. Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK; 

3. Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas; 

4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK; 

5. Standar Mutu dan Profesionalisme Guru; 

6. Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru; 

7. Standarisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen; 

8. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa;

Peserta
Peserta terdiri atas pakar dan praktisi pendidikan dari pelbagai perguruan tinggi negeri dan swasta penyelenggara pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, pejabat pemerintahan dan kementerian terkait, politisi, dan tenaga profesional lainnya.

Deklarasi KONASPI VIII
Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII, sebagai lanjutan dari Deklarasi Yoyakarta yang mengamanatkan peran strategis LPTK dalam menciptakan Generasi Emas 2045, menyepakati untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai DEKLARASI JAKARTA, terkait delapan permasalahan strategis kebijakan pendidikan guru di Indonesia, yaitu: 1) Standardisasi Kelembagaan LPTK; 2) Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK; 3) Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas; 4) Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK; 5) Standar Mutu dan Profesionalisme Guru; 6) Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru; 7) Standardisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen; 8) Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa.
Deklarasi Jakarta meminta agar seluruh pihak yang terkait dengan pendidikan guru mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

1. Menempatkan kebijakan pendidikan guru sebagai agenda utama pembangunan nasional bidang pendidikan. Guru merupakan aset utama pembangunan suatu bangsa karena itu revolusi karakter bangsa seyogyanya diawali dengan melakukan revolusi terhadap pendidikan guru;

2. Pendidikan guru perlu dipusatkan pada suatu lembaga khusus dalam bentuk konsorsium dengan anggota yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni melalui mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu yang ketat untuk memastikan pencapaian tujuan penciptaan guru yang profesional; 

3. Pemerintah bekerjasama dengan Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (P3GI) perlu membentuk suatu konsorsium pendidikan guru  Indonesia yang bertugas memberikan rekomendasi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi guru, perizinan penyelenggaraan LPTK,  dan standarisasi mutu penyelenggaraan LPTK agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG); 
4. LPTK perlu melakukan refleksi  terhadap transformasi IKIP menjadi universitas dengan melakukan perumusan ulang fungsi pogram studi  non-kependidikan untuk memperkuat penyelenggaraan program studi kependidikan;
5. Perekrutan calon guru harus melalui mekanisme khusus yang ketat agar dapat menjaring calon yang memiliki minat, bakat, sikap, potensi kemampuan, dan semangat untuk membangun anak bangsa. Untuk menjaring calon guru yang berkualitas pemerintah perlu memberikan beasiswa khusus kepada lulusan terbaik dari tiap propinsi atau wilayah yang memiliki minat, bakat, dan kemampuan untuk menjadi guru. Sistem seleksi calon mahasiswa LPTK harus dilakukan melalui sistem seleksi khusus yang meliputi tes potensi akademik, minat, dan bakat di bidang keguruan untuk dididik menjadi guru profesional. Seleksi melalui tes penting untuk dilakukan karena mutu mahasiswa yang diterima melalui tes lebih baik daripada melalui mekanisme seleksi lainnya;

6. Perekrutan calon guru harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata. Guru di Indonesia saat ini berjumlah 3.977.986 orang dengan tingkat rasio perbadingan jumlah guru dengan jumlah murid 1 : 18. Angka tersebut telah  memenuhi standar ideal dan oleh karena itu untuk menghindari kelebihan pasokan terhadap kebutuhan guru pada tahun-tahun mendatang, jumlah mahasiswa LPTK  sebagai calon guru perlu disesuaikan dengan kebutuhan;

7. Dalam upaya menciptakan guru profesional yang berkarakter, perlu diselenggarakan pendidikan guru berasrama dan kegiatan intensif di sekolah laboratorium pendidikan yang meliputi kegiatan pemagangan, pelatihan, dan penelitian pendidikan.  Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan asrama dan pengembangan  sekolah laboratorium pendidikan di setiap LPTK; 
8. Pendidikan guru perlu mengembangkan standar kompetensi guru tiap bidang studi sebagai dasar pengembangan kurikulum yang dapat mengakomodasi karakter keindonesiaan dan berterima dalam lingkup regional di Asia Tenggara maupun di manca negara; 

9. Pendidikan guru diarahkan pada penciptaan guru pembelajar yang berjiwa Pancasila,  memiliki kecakapan global dan futuristik,  dapat mengikuti dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertumpu pada nilai-nilai kultural dan nasionalisme, serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, revolusi pendidikan guru harus dimulai dengan pengembangan dan pengimplementasian sistem pendidikan guru yang menyeluruh mulai dari perekrutan, proses pendidikan, dan pembinaan berkesinambungan pasca pendidikan guru;
10. Peningkatan mutu pendidikan guru dapat dilakukan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG). Oleh karena itu, pemerintah harus memfasilitasi LPTK melalui regulasi kebijakan dan alokasi anggaran yang optimal;
11. Perlu standarisasi tata kelola Pendidikan Profesi Guru di LPTK yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)  aras tujuh;  

12. Pemerintah bekerjasama dengan LPTK dan organisasi profesi guru melakukan standarisasi pelaksanaan  pendidikan dalam jabatan (in-service education) dalam rangka mengembangkan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan;

13. Untuk mengembangkan keprofesionalan guru secara berkelanjutan perlu dilakukan pemusatan tata kelola guru yang meliputi pengangkatan guru, distribusi guru, dan pembinaan guru secara berkelanjutan;

14. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilakukan per wilayah berdasarkan kebutuhan di wilayah domisili LPTK sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan sebaran guru yang tidak merata yang terpusat pada kota-kota besar;
15. Penyelenggaraan pendidikan guru kejuruan di LPTK dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu distandarkan dalam hal kelembagaan, tata kelola, kurikulum dan pembelajaran, dan keterkaitan dengan dunia industri;

16. Perlu ada regulasi dan tata kelola sistem penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang secara menyeluruh mengatur perekrutan guru, proses pembelajaran,  dan pengendalian mutu;
Ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 14 Oktober, 2016.
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